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BAB II 

PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

 

A. Pilkada Sidoarjo  

Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah telah menciptakan suasana baru dalam proses pemilihan 

umum kepala daerah (pilkada, baik ditingkat provinsi, kabupaten maupun kota). 

Apabila sebelumnya gubernur, bupati dan walikota dipilih oleh orang-orang 

tertentu, yakni para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sesuai dengan 

tingkatan masing-masing, maka dengan berlakunya UU tersebut proses pemilihan 

kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat sesuai dengan hak pilih masing-masing 

individu. Karena cara pemilihan kepala daerah tidak lagi melalui lembaga 

perwakilan, melainkan langsung oleh rakyat, maka sebagian orang menyebutnya 

dengan PILKADAL (Pemilihan Kepala Daerah Langsung).1 

Pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara langsung oleh rakyat 

merupakan suatu proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang 

lebih demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk 

menjamin pelaksanaan pilkada yang berkualitas dan memenuhi derajat kompetisi 

yang sehat, maka harus mampu mengakomodasi asas-asas pemilihan umum.2  

Secara eksplisit asas pilkada tidak dirumuskan dalam UUD 1945 

sebagaimana asas pemilihan umum, akan tetapi dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 

                                                           
1  A. Malik Madaniy,  Politik Berpayung Fiqh (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2010), 21. 
2 Titik Triwulan Titik, Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945 (Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog Dalan 

Terbitan, 2005), 58. 
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32 tahun 2004 yang menyatakan, “Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah 

dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis 

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Dengan 

demikian jelaslah sudah bahwa asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil dalam pemilihan umum dipergunakan juga dalam pilkada karena pilkada 

sendiri dilakukan secara demokratis yaitu melalui pemilihan langsung oleh rakyat.  

Proses pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan 

Umum Daerah (KPUD) yang secara langsung dipilih oleh rakyat ini secara 

eksplisit membangun suasana baru demokrasi di Indonesia. Dimana rakyat 

dilibatkan secara langsung dan diberi hak keluasan untuk menentukan siapa yang 

akan memimpin daerahnya. Selain merupakan implikasi dari posisi pemerintahan 

daerah yang lebih otonom, keinginan untuk memberikan pendidikan politik dalam 

proses berdemokrasi tampaknya juga melatarbelakangi lahirnya UU diatas. 

Kegiatan pilkada ini telah yang telah dilaksanakan di Indonesia ini juga 

dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo. Adapun pemilihan kepala daerah secara 

langsung di kabupaten Sidoarjo sendiri sampai saat ini sudah melakukan 3 kali 

proses pilkada secara langsung, yakni pada tanggal 25 September  2005, 25 Juli 

2010 dan 9 Desember 2015. Berikut ini akan penulis uraikan rekam jejak 

pemilukada di Kabupaten Sidoarjo: 

 

1. Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2005 

Untuk pertamakalinya Kabupaten Sidoarjo menggelar pilkada secara 

langsung pada tanggal 25 september 2005 untuk memilih Kepala Daerah dan 
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Wakilnya periode 2005-2010. Pada pilkada Sidoarjo  diikuti oleh 3 pasangan 

calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, dengan berurutan yakni 

Win Hendarso – Saiful Ilah, Sjamsu Bahri - Fatmah Thoha Assegaf, dan 

Nadhim Amir – Salam. 

Berdasarkan data rekapitulasi dari kpud Sidoarjo, terdapat 1.133.828 

jumlah pemilih dengan total keseluruhan jumlah suara yang sah yakni 

155.747 dengan rincian, jumlah surat suara yang sah untuk masing-masing 

paslon yakni, 459,206 suara (67.85%)  untuk paslon no urut 1, Win Hendarso 

dengan Saiful Illah, kemudian untuk paslon no urut 2 yakni Sjamsu Bahari 

dengan Fatmah Thoha Assegaf mendapat 61,778 suara (9.12%) sedangkan 

155,747 suara (23.01%) diraih paslon no urut 3 yaitu  Nadhim Amir dengan 

Salam.  

Pada pilkada Sidoarjo tahun 2005 ini dimenangkan oleh Drs. H. Win 

Hendarso, M.Si dan H. Saiful Illah, S.H yang mendapat 459, 206 ribu suara 

(67.85%), dan lebih unggul dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Sidoarjo lainnya. 

2. Pilkada Sidoarjo Tahun 2010 

Pilkada Sidoarjo tahun 2010 diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2010 

diikuti oleh lima pasangan calon Kepala Daerah dan Wakilnya Kabupaten 

Sidoarjo periode 2010-2015, yakni Yuniawati-Sarto, Emy Susanti – Khulaim 

Junaidi, Agung Subaly- Samsul Wahid, Saiful Ilah – Hadi Sutjipto, dan 

Bambang Prasetyo Widodo – Khoirul Huda. 
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Jumlah pemilih pada pikada Sidoarjo tahun 2010 meningkat, dari 

1.133.828 menjadi 1.286.640 dengan perolehan suara sah sebanyak 132.977. 

Calon pasangan Yuniawati – Sarto mendapat 54.593 (7,32%), Emy Susanti – 

Khulaim Junaidi dengan perolehan suara 82.918 suara (11,12%), Agung 

Subaly – Samsul Wahid mendapat 24.247 suara (3,25%), Saiful Ilah – Hadi 

Sutjipto memperoleh 450.586 suara (60,45%), dan Bambang Prasetyo 

Widodo – Khoirul Huda mendapat suara 132.977 (17,84%).  

Jika diurutkan berdasarkan jumlah perolehan suara maka pasangan Saiful 

Ilah – Hadi Sutjipto unggul dengan perolehan suara 450.586 suara (60,45%), 

disusul kemudian pasangan Bambang Prasetyo Widodo-Khoirul Huda dengan 

perolehan suara 132.977 (17,84%), menyusul dibawahnya pasangan Emi 

Susanti-Khulaim Junaedi dengan perolehan suara 82.918 (11,12%), diikuti 

oleh pasangan Yuni-Sarto dengan perolehan suara 54.593 (7,32%) menempati 

posisi keempat, dan yang terendah yakni pasangan Agung Subali- Samsul 

Wahid dengan mendapat 24.247 suara (3,25%). Pada pilkada Sidoarjo tahun 

2010 ini dimenangkan oleh pasangan Saiful Ilah- Hadi Sutjipto.  

3. Pilkada Sidoarjo Tahun 2015 

Pilkada Sidoarjo tahun 2015 diselenggarakan secara bersama-sama dengan 

pilkada daerah lainnya, yakni pada tanggal 9 Desember 2015. Hal ini 

berdasarkan UU No 8 Tahun 2015 yang disebutkan bahwa, pemilihan 
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Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara 

serentak diseluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia.3  

Pilkada Sidoarjo tahun 2015 diikuti oleh 4 pasangan calon bupati dan 

wakil bupati, dan 1.367.945 pemilih dengan total jumlah suara yang sah yaitu 

720.064 suara. Keempat pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten 

Sidoarjo yakni 1) Hadi Sutjipto – Abdul Kholik, 2) Utsman Ikhsan – Ida 

Astuti, 3) Saiful Ilah – Nur Ahmad, dan 4) Warih Andono – Imam Sugiri.  

Dengan urutan perolehan suara dalam pilkada Sidoarjo tahun 2015, maka 

pilkada kali ini dimenangkan oleh pasangan Saiful Ilah-Nur Ahmad 

Syaifuddin dengan perolehan suara 424.611 suara (58,96%), sedangkan 

pasangan lainnya masing-masing mendapat 192.414 suara (26,71%) yang 

diraih oleh Hadi Sutjipto- Abdul Kholik, kemudian Utsman Ikhsan- Ida 

Astuti yang mendapat 64.375 suara (8,94%), dan Warih Handono- Imam 

Sugiri yang memperoleh 38.664 suara (5,36%). 

 

B. Tahapan-tahapan Pilkada Kabupaten Sidoarjo 

Proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan 

melalui beberapa tahap. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2004 tahapannya dimulai 

dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan meliputi: persiapan pemilihan, 

penyelenggaraan pemilihan, penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan 

                                                           
3 UU No 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang NO 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota. 
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pasangan calon, kampanye, pemungutan suara dan pengihitungan suara, serta 

penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan.4 

1. Persiapan pemilihan kepala daerah 

Sebelum dilaksanakan proses pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala 

Daerah baiknya melakukan proses persiapan pemilihan terlebih dahulu. Hal 

ini diatur secara rinci dalam PP No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah.  

Dalam Pasal 2 PP No.6 Tahun 2005 dijelaskan bahwa masa persiapan 

pemilihan meliputi: pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah menganai 

berakhirnya masa jabatan, pemberitahuan ini berkenaan dengan berakhirnya 

masa jabatan Kepala Daerah. Selanjutya dilakukan perencanaan 

penyelenggaraan yang berupa penetapan tata cara dan jadwal tahapan 

pelaksaan, pembentukan Pantia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS serta 

pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan pemilihan. Kegiatan ini 

sepenuhnya ditetapkan oleh KPUD selaku penyelenggara pemilihan Kepala 

Daerah.  

Pembentukan Panitia Pengawas telah diputuskan DPRD paling lambat 21 

hari sejak pemberitahuan mengenai masa berakhirnya jabatan Kepala Daerah. 

Dan putusan tersebut selambat-lambatnya 3 hari sejak diputuskan sudah 

sampai kepada KPUD dan Kepala Daerah.  

Sedangkan penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan 

Kepala Daerah ditetapkan dengan keputusan KPUD yang disampaikan 

                                                           
4  Ibid., 121. 
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kepada DPRD dan Kepala Daerah paling lambat 14 hari setelah 

pemberitahuan.5 

2. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah  

Tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah hakekatnya sama 

seperti tahapan penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil 

presiden, menurut Pasal 65 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 tahapan 

pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah meliputi: mekanisme pendaftaran dan 

penetapan pemilihan, penetapan daftar pemilih, kampanye, pemungutan 

suara, perhitungan suara, dan penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan 

wakil Kepala Daerah.  

a. Mekanisme pendaftaran dan penetapan pemilihan 

1) Peserta pemilihan 

Dalam pasal 59 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintah Daerah peserta pemilihan adalah pasangan calon yang 

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara 

berpasangan. Partai politik berkewajiban untuk membuka kesempatan 

seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi 

persyaratan.6 Hal ini dikarenakan dalam ketentuan Pasal 59 UU No. 

32 Tahun 2004 tersebut bermakna bahwa semua calon pasangan 

peserta pemilihan harus melalui partai politik.  

                                                           
5  Ibid., 123. 
6  Hal tersebut tertuang dalam Pasal 59 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 bahwa “Partai politik dan 

gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon 

perseorangan yang memenuhi persyaratan.”. 
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Ketika melakukan proses penyaringan bakal calon harus 

dilaksanakan secara transparan, dan demokratis sesuai mekanisme 

partai politik masing-masing maupun gabungan partai politik yang 

mencalonkan.  

2) Pendaftaran pasangan calon 

Melalui partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon 

mendaftrakan diri paling lama 7 hari sejak pengumuman pendaftaran 

pasangan calon dengan menyerahkan surat pencalonan sekaligus 

mendaftarkan tim kampanye (tim sukses) layaknya pada pemilihan 

presiden dan wakil presiden. Syarat partai politik atau gabungan 

partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi 

perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 

15% dari akumulasi perolehan suara sah pada pemilihan umum 

anggota DPRD.7 

Setelah proses pendaftaran selesai KPUD memberikan tanda terima 

kepada partai politik atau gabungan partai politk yang telah 

melakukan pendaftaran pasangan calon dan tim kampanye.  

3) Penelitian pasangan calon 

KPUD melakukan proses penelitian persyaratan administrasi 

pasangan calon dengan mengklarifikasi kepada instansi yang 

berwenang dan masukan dari masyarakat. Klarifikasi kepada instansi 

                                                           
7  Titik Triwulan Titik, Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945, (Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog Dalan 

Terbitan, 2005), 124. 
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yang berwenang dilakukan untuk menguji keberadaan persyaratan 

pasangan, sedangkan masukan dari masyarakat untuk melihat atensi 

pasangan calon, responsibilitas, dan persepsi masyarakat terhadap 

pasangan calon.  

Kemudian hasil penelitian tersebut diberitahukan secara tertulis 

kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik. 

4) Penetapan dan pengumuman pasangan calon 

Setelah melakukan penelitian, selanjutnya KPUD menetapk 

pasangan calon paling sedikit 2 pasangan yang dituangkan dalam 

berita acara penetapan pasangan calon dan diumumkan secara luas 

melalui media massa atau papan pengumuman paling lambat 7 hari 

setelah berakhirnya jangka waktu penelitian. 

Kemudian pihak KPUD melakukan pengundian nomor urut 

pasangan calon. Hal tersbut dilaksanakan secara terbuka dan harus 

dihadiri pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai 

politik. Hasilnya oleh KPUD dituangkan dalam berita acara 

penetapan pasangan calon. 

b. Penetapan pemilih 

Seorang warga Negara Republik Indonesia berhak menyalurkan 

suara dan melakukan pencoblosan pada hari pemungutan suara pemilihan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jika ia sudah berumur 17 tahun 
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dibuktikan dengan KTP dan telah menetap di daerah tersebut minimal 

enam bulan.8 

Kemudian, daftar pemilih tersebut akan divalidasi. Setiap pemilih 

akan mendapatkan sebuah kartu pemilih. Kartu pemilih digunakan ketika 

memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara, yang 

diserahkan kepada pemilih selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari dan 

tanggal pemungutan suara. 

c. Kampanye 

Menjelang hari pemungutan suara untuk pemilihan Kepala Daerah, 

sebelumnya dilakukan dahulu kampanye. Kampanye diartikan sebagai 

kegiatan dalam rangka menyakinkan para pemilih dengan menawarkan 

visi, misi, dan pasangan calon.9  

Kampanye diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh 

pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik 

yang mengusulkan calon. Tim kampanye yang menyelenggarakan 

terlebih dahulu didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik secara ke KPUD bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon.  

1) Pelaksanaan Kampanye 

Proses kampanye dilaksanakan sebagian dari penyelenggaraan 

pemilihan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan di seluruh wilayah 

kabupaten/kota untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati dan 

Walikota dan Wakil Walikota.  

                                                           
8  Hal tersebut tertuang dalam Pasal 68 UU No. 31 Tahun 2004, yang berbunyi:  
9
  Supriyanto, Peraturan Pemilihan Kepala Daerah PILKADA (Jakarta: Pustaka Mina, 2008), 14. 
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Kampanye diselenggarakan oleh tim kampanye dari masing-

masing calon pasangan dengan alokasi waktu  kampanye 

dilaksanakan selama 14 hari dengan 3 hari masa tenang. Jadwal 

pelaksanaan kampanye sendiri ditetapkan oleh KPUD dengan 

memperhatikan usul dari pasangan calon.  

Dalam pelaksanaan kampanye, tiap-tiap tim kampanye bebas 

menggunakan bentuk-bentuk kampanye. Disamping itu harus 

memperhatikan batasan-batasan maupun larangan-larangan pada saat 

kampanye. Macam-macam bentuk kampanye tertuang dalam Pasal 76 

ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdiri 

atas pertemuan terbatas (diruang tertutup), tatap muka dan dialog, 

iklan di media massa, pemasangan pamflet, brosur, dan rapat umum 

(di lapangan). Selain itu, kampanye pemilihan Kepala Daerah 

mengharuskan debat publik atau debat terbuka antar calon. Debat 

antar calon dilaksanakan oleh KPUD dengan materi penyampaian 

visi, misi, dan program setiap calon. Dengan memperhatikan waktu, 

dimana debat tidak dilaksanakan pada hari yang bersamaan dengan 

peserta kampanye pasangan calon lain.10 Debat Calon diadakan 

diruang terbuka. Tujuannya supaya masyarakat mengetahuinya.  

Dalam pelaksanaan kampanye, media massa berperan sangat 

penting. Media cetak maupun elektronik diharuskan memberi 

                                                           
10  Pasal 76 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan Pasal 57 ayat (7) 

PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
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kesempatan bagi peserta pilkada untuk menyampaikan tema dan 

materi kampanye termasuk visi-misi, serta memasang iklan dalam 

rangka kampanye. Hal ini bertujuan supaya masyarakat mengetahui 

dan bisa menuntut janji pemimpinnya jika kelak terpilih dari berkuasa 

melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti melanggar janji 

saat-saat masa kampanye atau melakukan penyelewengan kekuasaan.  

2) Larangan Kampanye 

Dalam pelaksanaan kampanye ada beberapa larangan. Sesuai yang 

tercantum dalam Pasal 78 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah yang mengatur larangan dalam kampanye antara lain: 

a) Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, 

b) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala 

daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik, 

c) Menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, 

dan/atau kelompok masyarakat, 

d) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau 

menganjurkan penggunaan kekerasaan kepada perseorangan, 

kelompok masyarakat, dan/atau partai politik, 

e) Mengganggu keamanan, ketentraman, dan keterlibatan umum, 

f) Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk 

mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah, 
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g) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye 

pasangan calon lain, 

h) Menggunkan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah, 

i) Menggunakan tempat ibadah dan pendidikan, dan 

j) Melakukan pawai arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan 

kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.11 

d. Pemungutan Suara 

Hari pemungutan suara (pencoblosan) ditetapkan oleh KPUD 

dengan ketentuan paling lambat 30 hari sebelum masa jabatan Kepala 

Daerah berakhir. Pemungutan suara dilakukan di hari libur atau 

diliburkan pada pukul 07.00-13.00 di TPS. Tiap-tiap TPS dihadiri oleh 

para saksi dari tiap-tiap pasangan calon, kpps, dan pps.  

Pengadaan surat suara dilakukan di daerah pemilihan dengan 

mengutamakan kapasitas cetak dan hasil cetak yang berkualitas. Jumlah 

surat suara pemilihan pasangan calon dicetak sama dengan jumlah 

pemilih dan ditambah paling banyak 25% dari jumlah pemilih pada tiap-

tiap tps. 

e. Penghitungan Suara 

 Pemungutan suara berakhir, maka dengan segera KPPS 

mengadakan perhitungan suara di TPS. Rekapitulasi suara dimulai dari 

jam 13.00 sampai selesai dan dihadiri oleh saksi tiap-tiap pasangan calon, 

                                                           
11

  Pasal 78 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 
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Panwas, dan masyarakat.Proses ini dilakukan di tiap-tiap tingkatan, mulai 

dari TPS, PPS, PPK, sampai ke KPUD. 

KPPS melakukan perhitungan jumlah pemilih yang memberikan 

hak suaranya berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, jumlah 

pemilih dari TPS lain, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh 

pemilih karena rusak atau keliru dicoblos terlebih dahulu sebelum 

melakukan penghitungan suara. 

Setelah penghitungan suara berakhir, KPPS membuat berita acara 

hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan 

sekurang-kurangnya 2 orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani 

oleh saksi dari tiap-tiap pasangan calon. Berita acara dan rekapitulasi 

suara tersebut kemudian diserahkan ke PPS, PPK, dan saksi tiap-tiap 

pasangan calon. Berdasarkan berita acara dan rekapitulasi suara yang 

disampaikan oleh PPK, KPUD kemudian menetapkan hasil rekapitulasi 

perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Daerah 

dan Wakil Daerah. 

 

f. Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 

1) Penetapan pasangan calon terpilih 

Konsep penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala 

daerah yang terpilih dengan ketentuan yaitu: a) pasangan calon 

kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih 

dari 50% dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon 
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terpilih, b) Apabila tidak terpenuhi, maka pasangan calon kepala 

daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 

25% dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya 

terbesar dinyatakan sebagai pasangan terpilih, c) apabila tidak ada 

yang mencapai 25% dari jumlah suara yang sah atau lebih dari satu 

pasangan yang mencapai 25% dari jumlah suara sah, maka dilakukan 

pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan 

pemenang kedua.12 

2) Pengesahan Pasangan Calon Terpilih 

Dalam Pasal 109 UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah dijelaskan bahwa pengesahan pengangkatan pasangan calon 

terpilih dilakukan: 

a. Presiden bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur 

b. Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi 

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 

Pengesahan pengangkatan calon terpilih dilakukan selambat-

lambatnya dalam waktu 30 hari setelah penetapan. Pasangan calon 

Bupati dan wakil Bupati terpilih diusulkan oleh DPRD Kabupaten, 

selambat-lambatnya 3 hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui 

Gubernur berdasarkn berita acara penetapan pasangan calon terpilih 

                                                           
12  Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 107 ayat 1, 2, dan 3 UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemilihan Kepala Daerah.  
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dari KPU kabupaten untuk mendapatkan pengesahan 

pengangkatan.13 

3) Pelantikan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum memangku 

jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janji yang 

dipandu oleh pejabat yang melantik. Teks ikrar sumpah atau janji 

tersebut sudah ditetapkan oleh undang-undang.  

Pelantikan atas calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Pelaksanaannya dilakukan di 

gedung DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa. 

 

 

 

 

 

                                                           
13

  Supriyanto, Peraturan Pemilihan Kepala Daerah PILKADA (Jakarta: Pustaka Mina, 2008), 81. 


